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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak
asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya
di dalam hukum (equality before the law) dan pemerintahan serta wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sesuai
dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 45).

Konsep Stahl tentang negara hukum ditandai dengan empat unsur
pokok, vyaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia; (2) negara didasarkan pada trias politika; (3) pemerintah
diselenggarakan berdasarkan undang-undang (Wetmatig Bestuur); dan (4) ada
peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan
melanggar hukum oleh pemerintah (Onrechmatige Overheidssdaad).
Konstitusi Negara Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan hak asasi
manusia (HAM) dalam Pasal 28A hingga Pasal 28] Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan HAM yang
dimaksudkan adalah untuk seluruh warga negara republik Indonesia tak

terkecuali bagi anak.

! Dwija Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana
Koorporasi di Indonesia, Bandung; CV Utomo, Hal. 146
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Anak dengan orang dewasa terdapat kesenjangan tingkat kematangan
secara moral, kognitif, psikologis, dan emosional.? Smith menguatkan bahwa
secara sempurna, keseluruhan instrumen HAM internasional justru berada
pada “jantung” hak-hak anak,® sehingga hak-hak yang meliputinya diatur
dalam berbagai macam peraturan. Anak sudah selayaknya mendapatkan
perlakuan khusus, karena anak atas dasar pemahaman adalah sebagai tunas,
potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus
yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.*
Tidak disangkal kalau anak juga tidak lepas dari permasalahan hukum. Anak
yang bermasalah dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-
undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak
yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan
anak yang menjadi saksi tindak pidana seringkali disebut dengan Anak
Berhadapan Hukum (ABH), baik pelaku, korban maupun saksi dari suatu
tindak pidana.

Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan era globalisasi ini
menjadi salah satu faktor pemicu berkembangnya berbagai macam tindak
pidana yang dilakukan oleh anak. Wakil ketua Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) memaparkan hingga April 2015 ABH tercatat ada 6006

kasus, yang mana kasus kekerasan itu terdiri dari kasus pengasuhan 3160

2 Hangama Anwari, Justice for The Children; The Situation for children in conflict with the law in
Afghanista, UNICEF and AIHRC, Tanpa tahun

® EI Majda Muhtaj, 2008, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 223

* Mukaddimah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus, serta kasus
pornografi dan cyber crime 1032 kasus®. Tahun 2010 terdapat 17 anak dan
2011 terdapat 19 anak dari Kota Surakarta yang mendekam di Rutan
Surakarta. Data tersebut berasal dari Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak
Surakarta (PTPAS) yang merupakan konsorsium terdiri dari pemerintah dan
organisasi penyedia layanan bagi perempuan dan anak. Sedangkan data dari
Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas Il Solo, dalam enam bulan terakhir yakni
dari Januari-Juni 2015 di daerah Surakarta ada sebanyak 99 anak yang saat ini
sedang berhadapan dengan hukum.® Faktor yang mendorong anak melakukan
tindak pidana tersebut rata-rata karena faktor ekonomi, seperti kondisi
keluarganya yang serba kekurangan sementara keluarga di lingkungan sekitar
tergolong dalam ekonomi yang mapan dan faktor lingkungan mendorong anak
untuk melakukan perbuatan yang seharusnya tidak lakukan anak. Banyak di
antaranya yang ditangkap tapi berdalih hanya ikut-ikutan saja.

Anak pelaku tindak pidana seringkali dihadapkan pada proses peradilan
formal yang dimulai dari penyidikan hingga menerima hukuman pidana yang
diputus oleh hakim dan menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan
(LAPAS). Hal ini seharusnya tidak terjadi pada anak, karena pasca menjalani
vonis, anak pidana mengalami tantangan besar dari masyarakat, yakni stigma.
Pelabelan sebagai anak nakal, mantan napi memberikan tekanan tersendiri

bagi mereka. Fasilitas yang mendukung tumbuh kembang anak juga masih

® David Setyawan, 2014, KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat, Berita
KPAI,  http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-Anak-tiap-tahun-meningkat/
diakses pada tanggal 5 November 2015 Pukul 23.55 WIB

® Muhammad Irsyam Faiz, 2015, Kasus Anak terjerat hukum di Soloraya mencapai puluhan,
http://www.solopos.com/2015/07/07/kasus-Anak-terjerat-hukum-99-Anak-terlibat-hukum-
kebanyakan-kasus-pencurian-621569 , diakses tanggal 10 Nopember 2015 pukul 23:20 WIB
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terbatas seperti perpustakaan, tidak ada pendidikan formal, tidak ada fasilitas
rekreatif, sanitasi minim, hukuman tidak mendidik bagi pelanggaran. Setelah
itu mereka mengalami official designation yang dapat dilihat dalam fakta
birokrasi atau aspek keperdataan. Seumur hidup mereka akan memiliki catatan
kriminal dalam Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari kepolisian.
Padahal jamak salah satu persyaratan kerja harus mencantumkan SKKB.
Unofficial designation terasa dari sikap atau persepsi masyarakat terhadap
mereka. Belum dapat menerima kehadiran anak yang pernah bermasalah
hukum.” Sanksi diluar proses peradilan kerap terasa lebih menyakiti rasa
keadilan dan HAM bagi anak-anak tersebut. ABH seharusnya mendapatkan
perlindungan khusus ketika sedang dihadapkan pada proses peradilan akibat
melanggar norma hukum. Sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-undang
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “bahwa setiap Anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain itu dalam Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa menyelesaikan
perkara pidana anak juga membutuhkan suatu kepastian dan perlindungan
hukum yang pasti serta adil. Hal ini juga telah terkandung dalam Undang-
undang Sistem Peradilan Anak nomor 11 tahun 2012 dan juga Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang dimaksudkan untuk
mewujudkan semua aspek tersebut. Pewujudan dari sistem peradilan Anak

yang tidak merampas hak-hak anak, kebijakan yang ada dalam undang-undang

’ YesmilAnwar, 2009, Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi,
Hukum, dan HAM. Bandung: Refika Aditama. HIm. 308



ini untuk melindungi hak tersebut melalui kebijakan keadilan restoratif, dalam
Pasal 1 ayat (6) memaparkan bahwa kebijakan ini dimaksudkan yaitu,
penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula. Hal dapat diartikan sebagai memperbaiki keadaan yang cacat
karena adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan.

Menurut Sharpe keadilan restoratif memiliki karakteristik yang
fundamental dengan beragam nilai yang disebut dengan pengikutsertaan
(partisipasi), demokrasi, tanggung jawab, pemulihan, keamanan,
penyembuhan dan reintegrasi.® Keadilan restoratif merujuk pada proses untuk
memecahkan tindak pidana dengan memusatkan pada perbaikan kerugian
(luka) korban, penetapan pelaku bertanggung jawab atas tindakannya, dan
melibatkan masyarakat dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Keterlibatan
masyarakat dalam proses keadilan restoratif didalam upaya pencegahan
berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban
dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.

Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RI sejak tahun 2006 mendorong Kota Surakarta sebagai uji coba model Kota
Layak Anak (KLA). Program KLA ini merupakan turunan dari misi Indonesia
Layak Anak (IDOLA) dimana semua kabupaten dan kota harus melakukan

perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai wujud tanggungjawab negara

8Ann Skelton & Boyane Tshehla, 2008, Child Justice in South Africa, institute For Security Studies,
Monograph 150, dalam presentasi yang dilakukan oleh team Unicef Jawa, Bali dan NTB, di hotel
aston, 21 Januari 2015



terhadap generasi penerus bangsa. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Permeneg PPPA) Nomor
12 Tahun 2011 terdapat 31 indikator sebuah kota menjadi layak anak sesuai
dengan isi Konvensi Hak Anak. Salah satu Kluster dalam indikator tersebut
adalah perlindungan khusus yang mencakup situasi anak mebutuhkan
perlindungan khusus (AMPK), perkara anak berhadapan dengan hukum yang
diselesaikan dengan restorative justice, anak dalam situasi bencana, dan
pekerjaan terburuk anak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih
dalam atas keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik yang terjadi
untuk mewujudkan keadilan keadilan restoratif bagi tindak pidana anak
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dengan judul PERAN MASYARAKAT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PERADILAN
RESTORATIF (Studi kasus: Kota Surakarta).

. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Gambaran masalah peran masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana
anak melalui peradilan restoratif, seperti upaya untuk melindungi anak yang
menjadi korban, pelaku dan saksi tindak pidana, langkah-langkah yang dapat
dilakukan oleh masyarakat saat terjadi perkara pidana anak, batasan yang
dapat dilakukan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana anak agar
tidak tumpang tindih dengan kepolisian, upaya yang dapat dilakukan
masyarakat agar pelaku tindak pidana anak mendapatkan peradilan restoratif

sebagai upaya untuk memberikan penghormatan secara penuh hak, kebutuhan,



dan kepentingan, korban, pelaku, komunitas dan seluruh pihak lainnya dengan

tujuan untuk memulinkan kembali pada keadaan semula bukan pada

pembalasan, serta ada beberapa permasalahan yang ada.

Untuk mengarahkan pada pokok permasalahan yang akan di kaji, maka
penulis perlu melalukan pembatasan pembahasan sehingga kajian dapat
dilakukan secara lebih terarah, fokus pada sasaran yang akan dikaji dan tidak
menyimpang dari pokok permasalahan yang diharapkan sehingga dalam
pembahasan akan lebih mudah untuk dipelajari. Demikian dapat dirumuskan
pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme keikutsertaan masyarakat dalam penyelesaian
perkara pidana anak melalui peradilan restoratif?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peran masyarakat untuk penyelesaian
perkara pidana anak dengan penerapan peradilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, penulis bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan mekanisme keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan
peradilan restoratif pada penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan
oleh anak.

2. Penjelasan mengenai kendala apa saja yang dapat mempengaruhi peran
masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak dengan penerapan

peradilan restoratif.



D. Manfaat penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang hendak dicapai
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum,
khususnya bidang hukum acara pidana anak dalam hal peradilan
restoratif yang merupakan salah satu bentuk sistem peradilan pidana
anak.
b. Memperkaya referensi penulisan tentang kajian keadilan restoratif yang
merupakan salah satu bentuk sistem peradilan pidana anak.
2. Manfaat Praktis
a. Mengembangkan penalaran, pola pikir yang dinamis, serta mengatahui
kemampuan dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh.
b. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan
dan tambahan pengetahuan terkait masalah yang diteliti serta berguna

bagi para pihak yang mempunyai minat mengkaji masalah terkait.



E. Kerangka Pemikiran

UU SPPA mengenai
Keadilan Restoratif

Peran Masyarakat dalam Pasal 93 UU
SPPA
I
Peraturan Kota Surakarta No. 17 tahun
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengembangan Kelurahan Layak Anak
Kota Surakarta

Mekanisme peran masyarakat dalam
penyelesaian kasus pidana anak
melalui peradilan restoratif

Faktor-faktor yang mempengaruhi
masyarakat dalam penyelesaian perkara
pidana anak melalui peradilan restoratif

SUndang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak
menggunakan metode keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini dimaknai
sebagai proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak
yang lebih luas dalam penerapannya, yakni para pihak yang mempunyai atas
kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik.

Komunitas atau masyarakat menjadi bagian penting dari proses
keadilan restoratif karena (i) tindak pidana bisa berasal dari pola-pola
hubungan dan kondisi sosial komunitas; (ii) pencegahan tindak pidana dalam

beberapa hal juga menjadi tanggung jawab masyarakat (bersama pemerintah
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pusat dan lokal dalam mengembangkan kebijakan sosial) untuk memperbaiki
kondisi-kondisi yang menjadi penyebab tindak pidana.’

Dengan kerangka berfikir yang sudah disusun oleh penulis, ini akan
dijadikan pedoman bagi penulis dalam menjawab permasalahan yang sudah
ditetapkan dengan menganalisis peran masyarakat dalam penyelesaian perkara
pidana anak melalui kebijakan restoratif dan mengetahui bagaimana kendala-
kendala yang akan ditemui oleh masyarakat dalam pemenuhan perannya
dalam penyelesaian perkara pidana anak yang sudah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai
berikut:
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis empiris yaitu metode yang dilakukan untuk
mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta dan
mengkaji secara yuridis tentang bagaimana peran masyarakat dalam
penyelesaian perkara pidana anak melalui peradilan restoratif. Pendekatan
empiris digunakan untuk menjawab rumusan masalah karena data yang
akan disajikan dalam pembahasan adalah hasil wawancara langsung oleh

pihak-pihak terkait dan dokumen-dokumen yang mendukung.

° Alicia Vector, 2006, Sub-Report on Delivery: Keadilan restoratif. The National Prosecuting
Authority os South Africa, dalam pemaparan Erry Pratama Putra, 2015, Inisiasi Keadilan restoratif,
Surakarta
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2. Jenis penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan kali ini penulis menggunakan jenis
penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa analisis dan narasi dari permasalahan mengenai mekanisme
keikutsertaan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan
oleh anak dengan metode peradilan restoratif yang bertujuan untuk mencari
kesepakatan diversi yang merupakan salah satu cara dari terwujudnya
keadilan restoratif, dengan berhasilnya musyawarah diversi tanpa
menghilangkan hak-hak yang melekat pada anak.
3. Metode Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini akan
dikumpulkan dengan 2 teknik pengumpulan data:
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan akan dikumpulkan dengan mencari, mencatat,
menginventarisasi dan mempelajari data sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lainnya.
b. Studi Lapangan
Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara datang langsung ke lapangan.’® Teknik yang akan
digunakan oleh penulis yaitu dengan teknik wawancara langsung.
Penulis akan melakukan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis
didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara ini akan dilakukan oleh

pihak yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis,

% Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi llmu Hukum, Bandung:
Mandar Maju, hal 75
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seperti anggota Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di kelurahan
Kemlayan Kota Surakarta dan anggota Bapermas Kota Surakarta.
4. Jenis Data
Sumber data yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan
tersier. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-
putusan hakim,*" berupa:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Konvensi Hak Anak.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010
Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat
Pelayanan Terpadu.

6) Peraturan Walikota Surakarta No. 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan Layak Anak Kota
Surakarta

b. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum

termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

11 peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, hal. 181
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Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas
putusan pengadilan.*?
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.*®
5. Metode Analisis Data
Metode analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif
mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis, seperti asas-asas,
konsepsi-konsepsi, pandangan, doktrin hukum dan kaidah isi hukum.
G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penulisan ini, maka
penulis menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

BAB | adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian,
landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il adalah Tinjauan Pustaka yang terdiri dari uraian mengenai
tinjauan umum tentang anak, dan anak berhubungan hukum, tinjauan umum
pidana, tinjauan umum keadilan restoratif.

BAB |11 adalah Analisis tentang peran masyarakat dalam penyelesaian
tindak pidana Anak melalui peradilan restoratif, dalam bab ini berisi hasil
penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah yaitu pertama, analisis
mengenai peran masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana anak dengan

peradilan restoratif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun

' Ibid. Hal. 196
3 Roni Hanitijo Soemitro dalam Suratman, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta,
Hal. 67
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2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 93 yang
dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dari anak yang berkonflik dengan
hukumdan penerapannya pada kasus yang ada. Yang kedua, analisa faktor apa
saja yang dialami oleh masyarakat dalam pemenuhan perannya dengan
maksud pelindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB IV adalah Penutup yang berisi simpulan dan saran, yakni bagian
akhir dari penulisan penelitian hukum yang berisi simpulan yang berdasarkan
pada pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, serta saran-
saran yang ditujukan kepada pihak terkait. Lampiran dan daftar pustaka

terletak dibagian akhir.





